BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menimbang

Mengingat

NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak
Daerah, perlu mengubah struktur tarif pajak restoran
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209),

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 428&86),
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10.

12.

—
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3293), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang
serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,
dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang
Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain
yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3351);

Y.
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
199);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok  Pengclolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor

’

99);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daecrah
Kabupaten Kudus Nomor 136);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menetapkan

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 16
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 136)
diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
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2. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

Pasal Tl

Peraturan Dacrah ini  mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar  sctiap orang  mengctahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan pencmpatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.
Ditetapkan di Kudus
pada tanggal ¢ Deseaber 2519

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

e —

/‘Z/T//////
HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2819

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ltiig

v

E2LY

SAM’ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2813 NOMOR &.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-404/2019).

,%/ % /



PIENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN
[. UMUM

Bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan Pendapatan As}i
Daerah khususnya dari scktor Pajak Dacrah, perlu mengubah struktur tarif
pajak restoran scbagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Sehubungan dengan hal terscbut di atas, perlu membentuk

membentuk Peraturan Dacrah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.

Pasal Il
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 254,

~KUDUS

Digitally signed by Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
Date: 2020.01.29 13:13:44 +07'00'
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